
WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Qanun

Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun

Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota

Banda Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara -(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran-

Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. undang...
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11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il

Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3247);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor...i
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Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);
|

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

17. Peraturan...\{
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

9933);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lkembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua <Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

22. Peraturan..i
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6279);
|

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011

Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun

2011 Nomor 525);
|

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, sebagaimana telah diubah keempat kalinya

dengan.\



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun

2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2020;

29.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A

Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota

Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Banda Aceh, Tahun 2012 Nomor 3 Seri A

Nomor 3);

30. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan.Perangkat Daerah Kota Banda

Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016

Nomor 11);

31.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda

Aceh Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN

ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun

Anggaran 2020 terdiri atas :

(1) Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 309.702.495.330,-

b. Dana...{{
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b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah

Jumlah Pendapatan Daerah

(2) Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai

Belanja Bunga
. Belanja Hibah
. Belanja Bantuan Sosial
. Belanja Bagi Hasil
. Belanja Bantuan Keuangan
. Belanja Tidak terdugaSI

O
M
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N
D

Jumilah Belanja Tidak

Langsung

b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

|

Jumlah Belanja Langsung
Jumilah Belanja

Surplus/(Defisit)

(3) Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan (SILPA)

Pasal 2

Rp.

Rp

791.127.869.000,-Rp

314.697 .517.882,-
. 1.415.527.882.212,-

421.321.277.168,-
3.400.000.000,-
9.073.214.000,-
3.268.000.000,-
8.680.777.926,-

125.812.085.710,-
1.000.000.000,-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

972.555.354.804,-Rp

Rp. 127.094.437.637,-
Rp. 493.814.662.498,-
Rp. 224.263.427.273,-
Rp. 845.172.527.408,-

Rp. 1.417.727.882.212,-

Rp. (2.200.000.000,-}

Rp. 10.000.000.000,-
Rp. _7.800.000.000,-

Rp. __2.200.000.000,-

Rp. 0,-

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3 4



Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda
Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran II, Lampiran II] dan Lampiran IV Peraturan
Walikota ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Banda Aceh yang ditetapkan dalam Peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang =mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan diBanda Aceh
pada tanggal 27 Desember 2019 M

30 (L.Alhic 14414
WALAKHOTA BANDA ACEH,A

ral

Hl AMINULUAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal

NS i SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR

27 December 2019 M
30 ILEBGT 1441H


